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BUPATI BARITO SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR 188.45/ 124 /2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

: a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan statistik
sektoral oleh Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, 
dan sesuai dengan Standar Data Statistik, perlu 
menetapkan penyelenggaraan statistik sektoral oleh 
Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito 
Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral Kabupaten Barito Selatan;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah an Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah;
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Menetapkan

KESATU

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Statistik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia;

11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah 
Daerah;

12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;

13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Metadata;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Barito Selatan;

17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2023 
tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Barito 
Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEL1MA

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
merupakan panduan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang 
dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan 
pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif 
melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, 
akuntabel mudah diakses dan berkelanjutan.

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertujuan untuk :
1. sebagai pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
2. menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan 

Statistik Sektoral pada perangkat daerah;
3. meningkatkan koordinasi, integrasi dan harmonisasi dalam 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara 
pemerintah pusat dan daerah

4. mendukung Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan 
efisien; dan

5. mewujudkan data Statistik Sektoral yang berkualitas.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Barito Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR : 188.45/ 124 /2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK 

SEKTORAL KABUPATEN BARITO SELATAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 

KABUPATEN BARITO SELATAN

I. STANDAR DATA STATISTIK

1. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari 

lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.

2. Standar Data Statistik adalah standar data yang mendasari data statistik.

3. Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

4. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan 

secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.

5. Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok 

atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data 

atau dibakukan secara luas.

6. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau 
cakupan.

7. Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar 

untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan.

8. Standar data yang digunakan di Kabupaten Barito Selatan mengikuti Standar 

Data Statistik Nasional yang telah ditetapkan BPS sebagai berikut.

a. Setiap Kode Standar Data Statistik menunjukkan Jenis Indikator, konsep, 

definisi, dan klasifikasi yang unik dari standar data statistik yang ada di 

dalamnya.

b. Setiap kode standar data statistik terdiri dari 10-11 karakter yang tersusun 

atas 1-2 digit alfabet yang menunjukkan jenis indicator, diikuti 5 digit 

numerikyang menunjukkan nomor urut konsep, kemudian 2 digit numerik 

terakhir yang menunjukkan nomor urut klasifikasi pada konsep dan 

definisi yang sama.

c. Untuk format penulisan kode standar data statistik sebagai berikut:

Ai A B b2 B, b4 B Cl c Di d2

2 1 5 2

Nomor Urut Konsep Nomor Urut Klasifikasi

Kode Indikator Nomor Urut Definisi



d. Jika standar data statistik digunakn di beberapa indicator, maka kode SDS 

merujuk standar data statistik dengan kode yang lebih dahulu 

ditetapkan/telah memiliki nomor kode.

e. Jika suatu konsep hanya memilik satu (1) defmisi maka nomor urut 

defmisinya adalah 00, tetapi jika suatu konsep memiliki lebih dari satu (1) 

defmisi maka nomor urut defmisinya diurut mulai dari 01, 02, dst.

f. Jika suatu konsep dengan defmisi tertentu hanya memiliki satu (1) 

klasifikasi maka nomor urut klasifikasinya adalah 00, tetapi jika suatu 

konsep dengan definisi tertentu memiliki lebih dari satu (1) klasifikasi maka 

nomor urut klasifikasinya diurut mulai dari 01,02, dst.

g. Untuk konsep yang memliki lebih dari satu (1) ukuran dan satuan, 

penulisan ukuran dan satuan dipisahkan menggunakan tanda baca titik 

koma (;). Jika satu (1) ukuran memiliki lebih dari satu (1) satuan, maka 

penulisan satuan dipisahkan dengan tanda baca koma(,).

h. Perubahan/pemutakhiran/revisi pada komponen standar data statistik 

(konsep, definisi, klasifikasi, satuan, ukuran) yang ditetapkan sebelumnya, 

tidak merubah kode standar data statistik nasional.

i. Standar Data Statistik yang dihapus/dihilangkan karena sudah tidak 

relevan dan/atau alasan lainnya, maka kode standar Data Statistik 

Nasionalnya tidak dapat digunaka untuk Kode Standar Data Statistik 

Nasional yang baru.

j. Pemberian kode standar data statistik nasional untuk standar Data 

Statistik Baru melanjutkan Kode Standar Data Statistik terakhir 

sebelumnya dengan memperhatikan kelompok indicator (SD, SE, SP, ST, 

atau UL) yang bersesuaian.

9. Kaidah dan Aturan dalam Penulisan Standar Data Statistik pada Malang Satu

Data mengikuti Standar Data Statistik Nasional sebagai berikut.

a. Masing-masing Indikator dan/atau Variabel dan/atau Konsep harus 

memiliki Standar Data Statistik.

b. Masing-masing Indikator dan/atau Variabel harus dituliskan Konsep 

yang terkait meskipun konsep tersebut dimiliki oleh Indikator dan/atau 

Variabel yang lain.

c. Yang dimaksud dengan “Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai 

kebutuhan” memiliki makna, sebagai berikut:

• Digunakan pada konsep tunggal yang tidak dapat diklasifikasikan lagi;

• Hanya bersifat sementara; belum diketahui klasifikasi yang biasanya 

digunakan/ belum memiliki rujukan yang valid dan/atau terdapat 

banyak klasifikasi yang dipakai oleh berbagai pengguna sehingga sulit



untuk menentukan klasifikasi yang akan digunakan dalam Standar Data 

Statistik; dan

Kedepannya secara bertahap istilah “klasifikasi berdasarkan analisis 

atau kebutuhan” tidak digunakan lagi sehingga klasifikasi yang ada 

sudah terstandarisasi untuk kebutuhan SDS.



II. METADATA

A. DESKRIPSI METADATA

1. Metadata Kegiatan Statistik
Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang 

memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. 

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan 

penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang 

mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Struktur Baku 

Metadata Kegiatan Statistik adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

N
o

Nama Atribut Penjelasan Contoh

1 Nama
Kegiatan
Statistik

Nama yang digunakan dalam 
penyelenggarakan kegiatan
statistik disertai dengan tahun 
kegiatan

Survei Kepuasan Jemaah
Haji Indonesia, 2018

2 Identifikasi
penyelenggara

Pihak yang bertanggung 
jawab dalam penyelenggaraan 
kegiatan statistik dan/atau 
pihak yang menjadi pemilik 
kegiatan

Kementerian Agama RI

3 Tujuan
Pelaksanaan

Narasi yang memberikan 
penjelasan dari maksud
diselenggarakannya suatu
kegiatan statistik. Mencakup 
informasi mengenai hasil yang 
ingin diperoleh dari kegiatan 
statistik yang akan
diselenggarakan

Untuk memenuhi ketentuan 
Pasal 10 Ay at (1) Undang- 
Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan 
Publik, penyelenggara
berkewajiban melaksanakan 
evaluasi terhadap kinerja 
pelaksana dilingkungan
organisasi secara berkala dan 
berkelanjutan. Perlu
penelusuran terkait dengan 
aspek yang dianggap tidak 
memuaskan oleh para
Jemaah haji. Mengetahui 
dimensi apa saja dari aspek- 
aspek yang tidak memuaskan 
yang paling signifikan
mempengaruhi tingkat
kepuasan Jemaah haji.

4 Periode

Pelaksanaan

Referensi Waktu
terlaksananya

kegiatan statistic

Agustus-Desember 2018



5 Cakupan
Wilayah

Cakupan wilayah yang
menjadi area pelaksanaan 
kegiatan pengumpulan data

Seluruh Wilayah Indonesia

6 Rancangan
pengumpulan
data/metodolo
gi

Berisikan informasi umum 
mengenai metode statistic 
yang digunakan seperti,

- Cara pengumpulan data 
(sensus, survey, kompilasi 
produk administrasi)

- Tahap Pengambilan sampel

- Metode pemilihan sampel

- Kerangka dan fraksi sampel

- Perkiraan sampling error

- Unit sampel

- Unit observasi

- Metode pengumpulan data 
(wawancara, pengamatan, 
data sekunder, lainnya)

Informasi rancangan 
pengumpulan data 
digunakan untuk mengetahui 
kelayakan suatu kegiatan 
statistik untuk dilaksanakan

Metode sampling yang
digunakan adalah four stage 
sampling dengan sampel 
probabilitas.
Tahap 1 (daftar asrama haji 
embarkasi Indonesia)
Tahap 2 (daftar Jemaah 
pendaftaraan haji regular) 
Tahap 3 (daftar 
keberangkatan Jemaah haji 
reguler dan asrama hai 
embarkasi terpilih)
Tahap 4 (daftar kepulangan 
Jemaah haji regular asrama 
haji embarkasi terpilih)

Fraksi sampel:

Tahap 1 (dipilih 13 asrama 
haji) Tahap 2 (dipilih 650 
jemaah haji dari 21.087 
jemaah haji)
Tahap 3 (dipilih 650 jemaah 
keberangkatan haji reguler) 
Tahap 4 (dipilih 650 jemaah 
kepulangan haji reguler)

7 Rancangan
Pengolahan
Data

Berisikan informasi umum 
mengenai tahapan
pemrosesan data setelah 
tahap pengumpulan data 
seperti,

Metode pengolahan

Rencana waktu

Survei Kepuasan Jemaah 
Haji Indonesia, 2018 melalui 
tahap pengolahan
- Editing

- Coding

Data entri/Scan

Validasi
8 Level Estimasi Informasi mengenai tingkat 

penyajian hasil yang akan 
dilakukan apakah nasional, 
provinsi, kabupaten/kota,
atau level administrasi
lainnya

Nasional

9 Analisis Analisis adalah proses
penyederhanaan data ke 
dalam bentuk yang lebih 
mudah dibaca dan
diinterpretasikan.

Analisis Deskriptif



1. Analisis Deskriptif adalah
analisis yang bertujuan 
untuk menggambarkan 
karakteristik data
menggunakan metode 
statistik sederhana

2. Analisis inferensia adalah
analisi yang bertujuan 
untuk menarik
kesimpulan pada sampel, 
yang digunakan untuk 
digeneralisir ke populasi

2. Metadata Variabel Statistik
Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi 

hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada 

kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Setiap variabel 

memiliki konsep dan definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum 

menggunakan variabel tersebut. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel 

kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. 

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi 

hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada 

kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/Lembaga.

Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No Nama
Atribut

Penjelasan Contoh

1 Kode
Kegiata
n

Informasi yang menunjukan 
bahwa kegiatan sudah mendapat 
rekomendasi dan metadata
kegiatan statistik sudah 
terdaftar

Kode kegiatan akan diisikan 
petugas verifikasi BPS 
berdasarkan kode
rekomendasi kegiatan yang 
bersesuaian

2 Nama
Variabel

Informasi yang ingin
dikumpulkan dalam Suatu
penyelenggaraan kegiatan
statistik

Kepuasan terhadap
kemudahan

mendapatkan pelayanan

3 Alias Penamaan lain yang biasanya 
dapat digunakan untuk
mengidentifikasi suatu variabel

Misal alias pada penamaan 
variable ini di basis data ada 
B1R1, maka Ketika
pengguna mengakses data 
akan terlihat nama variabel 
B1R1 sebagai identitas 
variable “Kepuasaan
terhadap kemudahan
mendapatkan layanan”



4 Konsep Rancangan, ide, atau pengertian 
tentang

sesuatu

Kemudahan

5 Definisi Rumusan tentang ruang lingkup 
dan ciri- ciri suatu konsep yang 
menjadi pokok pembicaraan atau 
studi

Kepuasan terhadap
kemudahan mendapatkan 
pelayanan adalah penilaian 
yang diberikan oleh Jemaah 
haji yang menjadi
responden atas pelayanan 
petugas haji terkait dengan 
seberapa mudahnya
pelyanan dari petugas
secara umum

6 Referen
si
Pemilih
an

Referensi Pemilihan variabel 
merupakan sumber rujukan 
yang digunakan sebagai acuan 
dalam melakukan penentuan 
dan penggunaan variabel. Acuan 
ini dapat berupa acuan
internasional agar dapat menjadi 
bagian dari data internasional, 
atau refrensi dari peraturan serta 
kebutuhan pemerintah dalam 
melakukan evaluasi maupun 
penyusunan program.

Referensi yang mendasari 
pemilihan variabel 
kepuasan terhadap 
kemudahan mendapatkan 
pelayanan adalah 
PermenPAN RB Nomor 14 
tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan
Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan 
Publiik

7 Referen
si
Waktu

Referensi waktu variabel
merupakan batasan waktu yang 
menggambarkan nilai variabel 
yang dikumpulkan. Batasan 
waktu ini merupakan acuan 
waktu yang tercakup dalam 
satuan variabel yang
dikumpulkan tersebut. Batasan 
dan acuan waktu tersebut dapat 
berupa pada saat pencacahan 
atau pengumpulan data,
semin ggu terakhir, sebulan
terakhir, dalam satu tahun 
terakhir, dan lain sebagainya.

Selama pelaksanaan ibadah 
haji

8 Tipe
Data

Tipe data merupakan jenis tipe 
data yang biasa dikenal dalam 
bahasa pemrograman dan
komputer yang digunakan
sebagai bentuk klasifikasi data 
untuk mempermudah kategori 
dalam bahasa pemrograman
(Integer, Float, Char, String, dsb)

Untuk variabel kepuasan 
terhadap kemudahan
mendapatkan pelayanan
dengan dominan value 1-4, 
maka tipe data yang cocok 
adalah “INTEGER”



9 Domain
Value

Domain value atau klasifikasi 
merupakan penggolongan Data 
secara sistematis ke dalam 

kelompok atau kategori

Domain value untuk
kepuasan terhadap

kemudahan
mendapatkan pelayanan,

berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh Pembina data 
statistik atau dibakukan secara
luas. Klasifikasi statistik terdiri 
dari struktur yang konsisten dan 
saling berhubungan, didasarkan 
pada konsep, definisi, prinsip, 
dan tata cara pengklasifikasian 
yang telah disepakati secara 
intemasional

1 = tidak puas

2 = kurang puas

3 = puas

4 = sangat puas

10 Kalimat
Pertany
aan

Kalimat pertanyaan merupakan 
kalimat yang digunakan dalam 
instrument penelitian untuk 
memperoleh nilai variabel yang 
diharapkan. Pertanyaan ini
umumnya berupa kalimat, baik 
pertanyaan maupun bukan, yang 
mudah dipahami oleh seluruh 
petugas dan responden atau 
informan untuk isian variabel
terkait.

“Kepuasan Mendapatkan
Pelayanan Petugas Haji”
(1) Tidak Puas

(2) Kurang Puas

(3) Puas

(4) Sangat Puas

11 Apakah
Variabel
dapat
Diakses
Umum

Confidential status merupakan 
status akses terhadap variabel 
terkait, apakah dapat
dipublikasikan untuk umum 
atau tidak. Status tersebut 
mempunyai keterkaitan dengan 
kemudahan akses atau prinsip 
interoperabilitas data. Opsi 
jawaban adalah “ya” atau “tidak”

Ya

3. Metadata Indikator Statistik

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan 

pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan 

petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, 

karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi 

pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut 
informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya 

suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, varibel pembentuk 

indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan 

informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memperikan



pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 3 Struktur Baku Indikator Statistik

N
o

Nama Atribut Penjelasan Contoh

1 Nama Indikator Nama atau istilah yang 
digunakan untuk
menyebut suatu nilai 
hasil dari penghitungan 
variabel

Indeks Kepuasan Jamaah
Haji Indonesia (IKJHI)

2 Konsep Indeks Kepuasan
Jamaah Haji Indonesia 
(IKJHI)

Jamaah Haji

3 Definisi Penjelasan tentang data 
yang memberi batas 
atau membedakan
secara jelas arti dan 
cakupan data tertentu 
dengan data yang lain

Penjelasan tentang data yang 
memberi batas atau
membedakan secara jelas arti 
dan cakupan data tertentu 
dengan 
data yang lain

4 Interpretasi Interpretasi diartikan
sebagai tafsiran,
penjelasan, makna, arti, 
kesan, pendapat, atau 
pandangan teoritis
terhadap suatu objek 
yang dihasilkan dari 
pemikiran mendalam
dan sangat dipengaruhi 
oleh latar belakang 
orang yang melakukan 
interpretasi

Terhadap hasil penyusunan 
Indeks Kepuasan Jemaah Haji 
Indonesia didapatkan rentang 
persepsi,

IKJHI < 50 = sangat buruk 50 < 
IKHJI < 65 = buruk
65 < IKHJI < 75 = sesuai
75 < IKHJI < 85=memuaskan 
IKHJI > 85 = sangat memuaskan

IKJHI 2018 sebesar 85,23 
artinya tingkat pelayanan yang 
diberikan kepada jemaah haji 
sudah sangat memuaskan

5 M etode / Rumus 
Perhitungan

Metode atau rumus
penghitungan indikator 
merupakan prosedur
atau cara yang ditempuh 
untuk menghitung suatu 
indikator yang
dihasilkan dalam
kegiatan statistik

IKHJI = (rata-rata skor tingkat 
kepuasan) / (Rata-rata skor 
tingkat kepentingan) x 100

6 Ukuran Ukuran adalah unit yang 
digunakan dalam 
pengukuran jumlah, 
kadar, atau cakupan

Indeks

7 Satuan Satuan yang dimaksud (tanpa Satuan)



merupakan besaran
tertentu dalam data yang 
digunakan untuk
mengukur atau menakar 
sebagai sebuah
keseluruhan

8 Klasifikasi Klasifikasi merupakan 
penggolongan data
secara sistematis ke 
dalam kelompok atau 
kategori berdasarkan
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pembina data atau
dibakukan secara luas

Indikator IKJHI dapat 
disajikan berdasarkan
klasifikasi,
1. Kelompok umur

2. Jenis Kelamin

3. Pendidikan

4. Profesi

5. Dimensi Pelayanan

6. Area Pelayanan
9 Publikasi

ketersediaan
indikator
pembangun

Judul publikasi utama 
yang memuat indikator 
dimaksud sebagai
konten publikasi

Berita Resmi Statistik

10 Nama Indikator 
Pembangun

Nama Indikator
Pembangun

IKJHI dibangun berdasarkan 
indicator

1. Tingkat kepuasan pelayanan 
petugas haji

2. Tingkat kepuasan pelayanan 
ibadah

3. Tingkat kepuasan pelayanan 
transportasi bus

4. Tingkat kepuasan pelayanan 
akomodasi

5. Tingkat kepuasan pelayanan 
catering

6. Tingkat kepuasan pelayanan 
Kesehatan kloter

7. Tingkat kepuasan pelayanan

lainnya

11 Kode Kegiatan 
Penghasil 
Variabel 
Pembangun

Kode kegiatan statistik 
yang menghasilkan
indikator yang
dilaporkan

(dikosongkan karena IKJHI
adalah indikator komposit

12 Nama Variabel 
Pembangun

Nama-nama variabel
yang digunakan untuk 
menghasilkan suatu
nilai indicator

(dikosongkan karena IKJHI
adalah indikator komposit)



13 Level estimasi Level terendah dari
penyajian indikator yang 
dihasilkan dari kegiatan 
statistik terkait

Nasional

14 Apakah
Indikator
Dapat Diakses 
Umum

Confidential status
merupakan status akses 
terhadap indikator
terkait, apakah dapat 
dipublikasikan untuk 
umum atau tidak

Ya

B. TATA CARA PENERAPAN METADATA STATISTIK SEKTORAL

Setiap Perangkat Daerah atau Instansi yang melakukan kegiatan statistik perlu 

melengkapi Metadata Statistik Sektoral dengan pedoman sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah/Instansi melakukan pengecekan metadata kegiatan

yang telah tersedia pada database Badan Pusat Statistik.

2. Jika kegiatan statistik yang diinginkan telah tersedia pada database maka

langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi yang 

diberikan oleh Badan Pusat Statistik

b. Mengumpulkan data periodik hasil kegiatan statistik sektoral beserta 

metadata indikator maupun variabel secara online melalui database 

statistik sektoral

c. Menyebarluaskan hasil verifikasi data dan metadata

3. Jika kegiatan statistik yang diinginkan belum tersedia pada database maka

Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut.

a. Mendaftarkan kegiatan statistik yang akan dilakukan menggunakan 

Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) yang 

disediakan oleh Badan Pusat Statistik atau melalui aplikasi ROMANTIK 

BPS (romantik.bps.go.id)

b. Melaksanakan kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi yang 

diberikan oleh Badan Pusat Statistik

c. Mengumpulkan data periodik hasil kegiatan statistik sektoral beserta 

metadata indicator maupun variabel secara online melalui database 

statistik sektoral

d. Menyebarluaskan hasil verifikasi data dan metadata



III. INTEROPERABILITAS DATA

1. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar 

sistem elektronik yang saling berinteraksi.

2. Beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar Kaidah Interoperabillitas Data 

dan aspek kemudahan dalam akses penggunaan data terwujud, yaitu

a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, 

dan semantik/artikulasi keterbacaan

b. Dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik

c. Dapat diunduh, dicetak, dan/ atau dibagipakaikan ulang oleh pengguna 

data.

3. Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:

a. Aman dan andal

Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan 

ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan 

kebutuhan penggunaannya.

b. Dapat digunakan Kembali (reusable)

Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat 

dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak 

yang membutuhkan.

c. Dapat dibaca (readable)

Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas 

Data.

d. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi 

kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan 

pengembang awal.

e. Dapat diperiksa (auditable)

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan 

kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan

pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.

f. Dapat diukur kinerjanya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan 

kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan

pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan 

dan sasaran.

g. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan 

kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan



pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan 

yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi. 

Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik 

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan 

terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan 

Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, 

keterpaduan, dan efisiensi.



IV. PENERAPAN KODE REFERENSI

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk adalah tanda berisi karakter yang 

mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu 

sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik

2. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data harus 

menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk

3. Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data 

Indonesia tingkat pusat. Dalam pembahasan Kode Referensi dan/atau Data 

Induk, Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati Kode 

Referensi dan/atau Data Induk dan usulan Walidata atas Kode Referensi 

dan/atau Data Induk

4. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan 

Kode Referensi dan/atau Data Induk kepada Pembina Data untuk 

ditetapkan

5. Dewan Pengarah Forum Satu Data Indonesia menetapkan Kode Referensi 

dan/atau Data Induk serta usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau 

Data Induk. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia diketuai oleh menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional dan beranggotakan:

• Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara

• Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika

• Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

• Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan

• Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
kegiatan statistik

• Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
informasi geospasial

6. Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode 

Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data

7. Beberapa Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan oleh 

Dewan Pengarah tertuang dalam tabel berikut.



Tabel 4 Kode Referensi Wilayah

Kode
Referensi
Kemendagri

Kode
Referensi
BPS

Wilayah

62.04.02 6204020 Kecamatan Dusun Hilir
62.04.06 6204040 Kecamatan Dusun Selatan
62.04.04 6204050 Kecamatan Dusun Utara
62.04.05 6204060 Kecamatan Gunung Bintang 

Awai
62.04.01 6204010 Kecamatan Jenamas
62.0.403 6204030 Kecamatan Karau Kuala

Tabel 5 Kode Referensi Urusan Pemerintahan

Kode
Referens
i

Urusan Pemerintahan Kode
Referensi Urusan

Pemerintahan
1.01 Bidang Pendidikan 2.18 Bidang Penanaman Modal
1.02 Bidang Kesehatan 2.19 Bidang Kepemudaan dan 

Olahraga
1.03 Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan 
Ruang

2.20 Bidang Statistik

1.04 Bidang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman

2.21 Bidang Persandian

1.05 Bidang Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 
Serta
Perlindungan
Masyarakat

2.22 Bidang Kebudayaan

1.06 Bidang Sosial 2.23 Bidang Perpustakaan
2.07 Bidang Tenaga Keija 2.24 Bidang Kearsipan
2.08 Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan
Perlindungan Anak

3.25 Bidang Kelautan dan 
Perikanan

2.09 Bidang Pangan 3.26 Bidang Pariwisata
2.10 Bidang Pertanahan 3.27 Bidang Pertanian
2.11 Bidang Lingkungan

Hidup
3.28 Bidang Kehutanan

2.12 Bidang Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan
Sipil

3.29 Bidang Energi dan Sumber 
Day a Mineral

2.13 Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa

3.30 Bidang Perdagangan

2.14 Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga 
Berencana

3.31 Bidang Perindustrian

2.15 Bidang Perhubungan 3.32 Bidang Transmigrasi
2.16 Bidang Komunikasi dan 

Informatika
5.01 Bidang Perencanaan

2.17 Bidang Koperasi, Usaha 
Kecil, dan Menengah



8. Perangkat Daerah selaku Produsen Data menerapkan penggunaan Kode 

Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah 

pada kegiatan statistik yang dilakukan serta pada daftar data milik Perangkat 

Daerah yang berkaitan



V. RELEVANSI DATA TERHADAP PENGGUNA

1. Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah didasari atas 

kebutuhan akan data/informasi yang tertuang dalam suatu peraturan atau 

dasar hukum Kementerian/Lembaga/Instansi yang membawahi

2. Peraturan atau dasar hukum yang mendasari kegiatan statistik Perangkat 

Daerah tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja

3. Kegiatan statistik yang dilakukan menghasilkan output/keluaran yang 

mencakup kebutuhan data/informasi yang telah tertuang dalam peraturan 

atau dasar hukum yang berkaitan

4. Output/keluaran dari kegiatan statistik dapat dibagipakaikan dan 

dimanfaatkan oleh seluruh pengguna data, selama hal tersebut tidak 

mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum 

Satu Data serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 

Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi



VI. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA

1. Kebutuhan Data ditentukan oleh Instansi Pusat untuk menghasilkan daftar 
Data dan Data Prioritas

2. Penyelenggaraan Identifikasi Kebutuhan Data mengikuti tata cara sebagai 
berikut:

a. Instansi Pusat melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas 

penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, 

serta penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas

b. Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan 

daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya

c. Dalam menyusun daftar Data, Instansi Daerah mengacu pada daftar 

Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat

3. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya 
ditentukan berdasarkan:

a. Arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan tentang SPBE

b. Kesepakatan Forum Satu Data

c. Rekomendasi Pembina Data

4. Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:

a. Produsen Data untuk masing-masing Data

b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data

5. Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar 

dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah

6. Data yang dapat diusulkan menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:

a. Mendukung prioritas pembangunan

b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

c. Memenuhi kebutuhan mendesak



VII. AKURASI DAN PENJAMINAN KUALITAS DATA

1. Data/informasi dari suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat 

Daerah berasal dari sumber data yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan

2. Sumber data tercantum dalam setiap jenis publikasi dari kegiatan statistik 

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

3. Kesimpulan dari data/informasi hasil kegiatan statistik yang memerlukan 

pengolahan dan analisis lebih lanjut dihasilkan dari suatu proses 

pengolahan dan analisis yang tepat dan jelas

4. Dalam perolehan data yang akurat, Walidata melakukan verifikasi dan 

validasi data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.

5. Berdasarkan SOP Pengelolaan Data Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Barito Selatan No. 520/ 122/DISKOMINFO-BS/2022 

, Walidata sebelum mempublikasikan data statistik sektoral terlebih dahulu 

melakukan pengelolaan data dengan pedoman sebagai berikut.

• Perangkat Daerah selaku Produsen Data menginput data periodik 

secara online melalui aplikasi

• Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang terinput untuk 

disesuaikan dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia

• Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan jika diperlukan

• Walidata mengolah data yang telah selesai dilakukan proses verifikasi dan 
validasi

• Walidata mempersiapkan publikasi hasil pengolahan data



VIII. AKTUALITAS DAN KETEPATAN WAKTU

Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah mengacu pada 

timeline yang telah ditetapkan oleh Walidata sebagai berikut.

Perencanaan Data

Pengumpulan Data 
berikutnya

Pemeriksaan Data

Penyebarluasan Data

1 Februari s/d 28 Februari tahun saat ini 

1 Maret tahun saat ini s/d 15 Januari tahun

: 16 Januari s/d 31 Januari tahun berikutnya 

: 1 Maret s/d 15 Maret tahun berikutnya

2. Perencanaan Data dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam 
pengumpulan data.

• Produsen Data menyampaikan rencana daftar data yang akan dihasilkan 

kepada Bappeda sebagai Tim Pelaksana Penyelenggara Satu Data

• Wali Data bersama Tim Pelaksana menelaah rencana daftar data yang akan 

dihasilkan melalui Forum Satu Data

• Daftar Data yang telah disusun dan/atau ditelaah oleh Tim Pelaksana 

disampaikan kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan

• Produsen Data menghasilkan data sesuai dengan daftar data yang telah 
disepakati

3. Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data 

menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada Prinsip 

Satu Data

4. Pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Walidata guna memperolah data yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

5. Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dengan melibatkan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyebarluasan data dilakukan 

melalui Sistem Infromasi Satu Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten 

Barito Selatan (https: / /simdatik.baritoselatankab.go.id/) dan media lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Produsen Data menyampaikan kembali data kepada Walidata paling lambat 2 

(dua) minggu setelah data dimutakhirkan, apabila terdapat pemutakhiran pada 

data

7. Perangkat Daerah wajib memberitahukan kepada Walidata apabila terdapat 

pembatasan akses terhadap data dengan telebih dahulu dilakukan 

pembahasan melalui Forum Satu Data.



IX. KETERSEDIAAN DATA SERTA PENJAMINAN TRANSPARANSI 
INFORMASI STATISTIK UNTUK PENGGUNA DATA

1. Perangkat Daerah selaku Produsen Data memastikan ketersediaan data untuk 

setiap periode waktu yang telah disepakati pada saat Perencanaan Data

2. Pengisian data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati dilakukan oleh 

Perangkat Daerah pada Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral 

(SIMDATIK) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

3. Pengguna data dapat mengakses data selama data tersebut tidak mencakup 

data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta 

data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 

mengenai Perlindungan Data Pribadi

4. Berdasarkan SOP Layanan Permintaan Data Sektoral Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Barito Selatan No. 520/126/DISKOMINFO-BS/2022, 

Pemohon Data dapat memanfaatkan data statistik sektoral dengan pedoman 

sebagai berikut.

• Pemohon mengunjungi aplikasi Simdatik dan memeriksa ketersediaan data. 

Jika data yang dibutuhkan telah tersedia, Pemohon mengajukan permohonan 

unduh data

• Jika data yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Pemohon dapat mengajukan 

permohonan data dikecualikan

• Pemohon mengajukan permohonan data dikecualikan dengan mengisi Form 

Permohonan Informasi dan menyertakan surat permohonan

• PPID menindaklanjuti permohonan data dan mempertimbangkan status data 

terbuka atau rahasia. Jika data termasuk data rahasia, maka PPID 

menerbitkan surat penolakan

• Jika data termasuk data terbuka, PPID menyampaikan informasi kepada 

PPID Pembantu untuk memberikan data dikecualikan yang dimohon

• Pemohon menerima data dikecualikan yang dibutuhkan



X. PENYEDIAAN FORMAT DATA

1. Pengisian data oleh Perangkat Daerah dilakukan pada Sistem Informasi Satu 

Data Statistik Sektoral (SIMDATIK) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 

dengan format data yang telah ditetapkan

2. Pengisian data dilakukan dengan memperhatikan satuan yang telah 

tercantum pada Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral (SIMDATIK) 

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, untuk dapat disesuaikan jika 

terdapat perbedaan satuan data milik Perangkat Daerah

3. Pengisian data pada Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral 

(SIMDATIK) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dilakukan oleh admin 

masing-masing perangkat daerah, kolom master tabel data dapat di kustum 

sesuai dengan kebutuhanyang akan di isi.
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XI. KETERBANDINGAN DAN KONSISTENSI DATA

1. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah harus memenuhi salah satu 

Prinsip Satu Data, yaitu konsisten dalam sintak/bentuk, 

struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan

2. Pembanding data diperlukan guna melihat kekonsistenan data

3. Walidata bersama Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bersama 

mengenai kekonsistenan data jika terdapat pembanding dari data tersebut

4. Konsistensi data dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut.

• Perbandingan nilai data setiap tahunnya tidak terdapat perbedaan yang 

sangat jauh dan signifikan. Jika dalam kenyataannya memang terdapat 

perbedaan yang signifikan, Perangkat Daerah dapat menjelaskan 

fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Tabel 6 Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perbandingan 
Nilai Setiap Tahun

Jenis Data Satuan 2022 2023
Jumlah Ibu Hamil Penderita Kurang 
Darah*

Dusun Selatan Orang 420 420
Dusun Utara Orang 185 125
Dusun Hilir Orang 500 458
Karau Kuala Orang 244 368
Gunung Bintang Awai Orang 316 247
Jenamas Orang 266 317

• Perbandingan nilai total untuk jenis data yang sama namun dengan 

kriteria yang berbeda menghasilkan nilai yang sama besarnya.

Tabel 7 Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perbedaan 
Kriteria

Jenis Data Satuan 2023
Jumlah Penduduk*

Laki-laki Orang 70.071
Perempuan Orang 65.868

Total 135.939
Jumlah Penduduk*

Dusun Selatan Orang 58.766
Dusun Utara Orang 16.967
Dusun Hilir Orang 16.245
Karau Kuala Orang 15.547
Gunung Bintang Awai Orang 19.601
Jenamas Orang 8.813

Total 135.939

Jenis data yang terbentuk melalui indikator pembentuk akan 

menghasilkan nilai yang konsisten dengan perhitungan dari indikator- 

indikator pembentuknya.



Tabel 8 Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perhitungan Nilai 
Indikator Pembentuk

Jenis Data Satuan 2023
Cakupan kelurahan Universal Child % 100
Immunization
(UCI)

Jumlah kelurahan UCI Kelurahan 57
Jumlah kelurahan Kelurahan 57




















































